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Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memiliki peran penting
dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia yang
berkeadaban dan berkepribadian nasional. Namun, di tengah arus
globalisasi dan perkembangan teknologi digital, nilai-nilai
Pancasila menghadapi tantangan yang kompleks, seperti
degradasi moral, meningkatnya intoleransi sosial, serta
melemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan
masyarakat dan generasi muda. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka
(literature review) untuk mengkaji peran Pancasila dalam memperkuat sistem demokrasi di era global.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila harus direvitalisasi agar tidak hanya menjadi doktrin normatif,
tetapi juga menjadi pedoman praksis dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Revitalisasi nilai
Pancasila dapat dilakukan melalui penguatan keadilan sosial dalam ekonomi digital, pembentukan
kepemimpinan inklusif di kalangan generasi muda, serta integrasi pendidikan karakter dan literasi digital
dalam sistem pendidikan nasional. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut, Pancasila dapat meneguhkan
demokrasi Indonesia agar tetap berkeadilan, inklusif, dan relevan dalam menghadapi tantangan
globalisasi yang dinamis.

ABSTRACT

Pancasila, as Indonesia’s national ideology, plays a crucial role in shaping a civilized and identity-based
democratic system. However, globalization and the rapid growth of digital technology have brought complex
challenges to its implementation, including moral degradation, rising social intolerance, and the weakening
of national value internalization among citizens and younger generations. This study employs a qualitative
descriptive approach with a literature review method to examine Pancasila’s role in strengthening
democracy within the global era. The findings indicate that Pancasila must be revitalized to move beyond its
symbolic function and serve as a practical foundation for political, social, and economic life. Revitalization
can be achieved through promoting social justice in the digital economy, developing inclusive leadership
among the youth, and integrating character education and digital literacy into the national education
framework. Strengthening these values will reaffirm Pancasila as the moral foundation of Indonesian
democracy, ensuring that it remains just, inclusive, and responsive to the challenges of globalization while
preserving the nation’s ethical and cultural identity.
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Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjiwai seluruh sendi
kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai falsafah hidup, Pancasila tidak hanya menjadi
pedoman normatif, tetapi juga landasan moral yang menjaga arah demokrasi agar tetap
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berakar pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Menurut Dwi Adityo
(2022) Pancasilajuga merupakan prinsip dasar dimana didalamnya terkandung
kualitas tertentu, harapan dan cita-cita yangditujukan oleh bangsa Indonesia
untuk kemudian  diwujudkan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan.
Namun, dalam arus globalisasi yang diwarnai kemajuan teknologi, perubahan nilai, dan
keterbukaan informasi, eksistensi Pancasila menghadapi tantangan serius. Demokrasi
Indonesia, yang seharusnya menegakkan prinsip kerakyatan dan musyawarah, kini
dihadapkan pada disorientasi moral, krisis etika publik, serta pengaruh ideologi luar
yang berpotensi menggerus jati diri bangsa.

Kemajuan teknologi di era Society 5.0 membawa dampak ambivalen. Menurut
Badira Kamelin (2023) dalam Maliki Interdisciplinary Journal, integrasi antara kehidupan
manusia dan teknologi digital telah memudahkan aktivitas sosial, tetapi juga
menyebabkan kemerosotan nilai. Masyarakat semakin sering melupakan norma
Pancasila ketika berinteraksi di ruang digital terlihat dari maraknya ujaran kebencian,
polarisasi politik, dan penyebaran hoaks yang mencederai etika publik. Fenomena ini
menunjukkan bahwa demokrasi tanpa landasan moral Pancasila akan kehilangan arah
dan berubah menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab. Hal serupa ditegaskan Nazwa
Primayditha dkk. (2024) bahwa literasi digital menjadi kunci membentuk pribadi
berkarakter Pancasila. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap etika bermedia
mengakibatkan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang publik, padahal
demokrasi menuntut kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Dalam
kerangka Pancasila, kebebasan harus dijalankan dengan kesantunan, menghormati
martabat sesama, serta berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain tantangan digital, kehidupan demokrasi Indonesia juga diwarnai
meningkatnya intoleransi sosial dan krisis moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dini Febriana Sofi (2025) menyebutkan bahwa intoleransi yang muncul di masyarakat
merupakan bukti melemahnya pemahaman terhadap sila pertama dan ketiga Pancasila,
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Sementara itu, Silvia Salsa
Bella dkk. (2025) menilai bahwa korupsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai
keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi inti Pancasila. Kedua fenomena ini
memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berakar pada nilai
moral bangsa, melainkan masih didominasi kepentingan pragmatis. Pancasila
seharusnya menjadi penopang utama sistem demokrasi Indonesia. Nilai-nilai di
dalamnya memuat prinsip yang relevan dengan demokrasi modern: penghormatan
terhadap hak asasi manusia, musyawarah, keadilan sosial, serta tanggung jawab
kolektif. Nadia Nilnal Muna dan Achmad Musyafiq (2024) menekankan pentingnya etika
bermedia sosial berdasarkan nilai Pancasila agar ruang publik digital menjadi tempat
yang sehat bagi partisipasi demokratis. Begitu pula Abyannabil Abdillah dan Muhammad
Hanif Firdaus (2025) menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi

1085



Maliki Interdisciplinary Journal (M1J): 2025, 3(11), 1084-1091 elSSN: 3024-8140

digital dapat mendorong demokrasi ekonomi yang adil dan inklusif, bukan hanya
berorientasi pada keuntunganindividu.

Namun, tantangan terbesar saatini terletak pada generasimudayang hidup dalam
budaya global dan teknologi instan. Zuhhar Raihan Noor dan Muhammad Rizqi Firdaus
(2025) menegaskan bahwa generasi Z perlu dibekali pemahaman mendalam tentang
Pancasila agar mampu menjadi pelaku demokrasi yang beretika, kritis, dan inklusif.
Tanpa internalisasi nilai-nilai kebangsaan, demokrasi hanya akan menjadi formalitas
politik tanpa kedalaman moral. Dengan demikian, di era globalisasi yang sarat dengan
perubahan nilai, Pancasila harus kembali diteguhkan sebagai penopang utama
demokrasi Indonesia. Penguatan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar upaya ideologis,
tetapi merupakan kebutuhan praktis untuk menjaga stabilitas sosial, integritas politik,
dan karakter bangsa. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan mampu
menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, hak individu dengan
kepentingan bersama, serta kemajuan global dengan jati diri nasional. Oleh sebab itu,
revitalisasi nilai Pancasila menjadi keharusan agar demokrasi Indonesia tetap
berkeadaban dan berkepribadian di tengah derasnya arus globalisasi.

Pembahasan

Krisis Nilai dan Degradasi Etika Publik di Era Globalisasi

Arus globalisasi yang kian deras membawa dampak besar terhadap perubahan
perilaku dan orientasi nilai masyarakat Indonesia. Menurut Anti Putri, Pratiwi dan
Hidayatullah (2025) Globalisasi juga memaparkan masyarakat Indonesia pada
beragam ideologi dan nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip
dasar Pancasila. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan media sosial
mempercepat proses demokratisasi, namun di sisi lain memunculkan krisis moral yang
berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila. Fenomena penyebaran ujaran kebencian,
hoaks, hingga polarisasi politik menunjukkan terjadinya pergeseran makna kebebasan
dalam berdemokrasi. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijalankan dengan
tanggung jawab kini sering kali digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan
memperkuat segregasi sosial.

Menurut Badira Kamelin (2023) dalam Maliki Interdisciplinary Journal (M1J), era
Society 5.0 telah mengubah orientasi perilaku masyarakat yang cenderung
individualistik dan konsumtif. Masyarakat tidak lagi menjadikan nilai-nilai Pancasila
sebagai pedoman moral, tetapi mengikuti tren global yang pragmatis dan instan.
Akibatnya, demokrasi kehilangan arah etis karena dijalankan tanpa landasan spiritual
dan kemanusiaan. Padahal, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak
dan kewajiban, kebebasan dantanggungjawab, sertakepentinganindividudan kolektif.
Krisis nilai inijuga berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi politik. Sebagaimana
dikemukakan Nazwa Primayditha dkk. (2024), rendahnya literasi digital di kalangan
masyarakat membuat ruang publik digital mudah terjebak dalam polarisasi ideologis.
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Informasi yang tidak terverifikasi dan propaganda politik kerap menimbulkan konflik
horizontal di masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya pemahaman terhadap sila kedua
dan keempat Pancasila yang menekankan kemanusiaan beradab serta hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjadi akar persoalan utama. Demokrasi
tanpa etika akan menghasilkan partisipasi yang destruktif dan memecah belah.

Demokrasi dan Tantangan Intoleransi Sosial

Selain pergeseran nilai, tantanganlain yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah
meningkatnya intoleransi sosial. Dini Febriana Sofi (2025) menegaskan bahwa banyak
kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis agama di masyarakat muncul akibat
rendahnya pemahaman terhadap sila pertama dan ketiga Pancasila. Konflik antarumat
beragama, ujaran kebencian, serta perilaku eksklusif mencederai semangat Bhinneka
Tunggal Ika yang menjadi fondasi keutuhan bangsa. Intoleransi yang berkembang di
masyarakat digital memperburuk situasi, karena isu-isu agama dan politik kerap
dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Fenomena intoleransi ini
menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Media
sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan narasi permusuhan atas nama agama,
sebagaimana dicatat oleh Nadia Nilnal Muna dan Achmad Musyafiq (2024). Platform
digital yang semestinya menjadi ruang dialog berubah menjadi arena polarisasi dan
provokasi. Ujaran kebencian tidak hanya melukai nilai kemanusiaan, tetapi juga
mempersempit ruang bagi musyawarah publik yang sehat. Ketika masyarakat lebih
mudah menolak perbedaan daripada berdialog, maka demokrasi kehilangan
substansinya (Faslah, 2024).

Intoleransi juga bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila.
Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu,
sedangkan silaketigamenegaskan pentingnya menjaga persatuan dalamkeberagaman.
Melemahnya dua nilai tersebut mengindikasikan bahwa Pancasila belum sepenuhnya
diinternalisasi dalam kesadaran sosial. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku
intoleransi juga memperburuk keadaan, karena menimbulkan persepsi bahwa
pelanggaran terhadap nilai kebangsaan dapat ditoleransi. Dalam konteks demokrasi,
ketidaktegasan hukum ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap negara.
Pancasila sebagai Penopang Moral Demokrasi

Demokrasi Indonesia sejatinya tidak identik dengan demokrasi liberal Barat.
Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai subjek politik yang berlandaskan
moral, spiritual, dan sosial. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman agar demokrasi
dijalankan dengan keadaban dan keseimbangan antarakebebasan dan tanggung jawab.
Silvia Salsa Bella dkk. (2025) menyoroti bahwa maraknya korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan merupakan bukti nyata lemahnya penghayatan terhadap nilai Pancasila
dalam praktik politik. Ketika elite politik mengabaikan prinsip keadilan sosial dan
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kemanusiaan beradab, maka demokrasi hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan
sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi tanpa Pancasila akan kehilangan arahmoral. Sila keempat, “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,”
mengajarkan bahwa keputusan politik harus diambil dengan musyawarah dan
mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan dominasi mayoritas. Demikian pula
sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menjadi pengingat bahwa
demokrasi harus menghadirkan pemerataan, bukan kesenjangan. Nilai-nilai ini jika
diabaikan akan menjadikan demokrasi hanya formalitas tanpa substansi moral dan
sosial.

Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

Menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi digital, Pancasila perlu
direvitalisasi agar tetap relevan dalam kehidupan demokratis kontemporer.
Transformasi digital telah mengubah sistem komunikasi, ekonomi, serta dinamika sosial-
politik masyarakat Indonesia. Di satu sisi, teknologi menghadirkan kemudahan dan
keterbukaan, tetapi di sisi lain menimbulkan pergeseran nilai yang berpotensi
melemahkan moralitas publik dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, revitalisasi
Pancasila menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak
menjauhkan masyarakat dari identitas dan nilai luhur bangsa.

1) Penguatan Nilai Keadilan Sosial dalam Ekonomi Digital
Menurut Abyannabil Abdillah dan Muhammad Hanif Firdaus (2025), penerapan nilai-
nilai Pancasila dalam ekosistem ekonomi digital mampu memperkuat prinsip
keadilan sosial dan solidaritas kebangsaan. Ekonomi digital yang tumbuh pesat
sering kali menimbulkan kesenjangan baru antara mereka yang memiliki akses
teknologi dengan yang tertinggal secara digital. Prinsip silakelima, “Keadilan Sosial

)

bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” memberikan arah bahwa transformasi ekonomi
harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Pemerataan akses digital, etika bisnis
berbasis kemanusiaan, dan kolaborasi antarsektor menjadi wujud konkret
penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi modern. Dengan menempatkan aspek
kemanusiaan di atas kepentingan profit semata, digitalisasi dapat berfungsi sebagai
sarana demokratisasi ekonomi yang membuka peluang bagi seluruh warga negara
untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

2) Pembentukan Kepemimpinan Inklusif di Kalangan Generasi Muda
Selain dalam aspek ekonomi, revitalisasi nilai Pancasila juga penting dalam
pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Zuhhar Raihan Noor dan
Muhammad Rizqi Firdaus (2025) menegaskan bahwa generasi digital merupakan
pilar utama demokrasi masa depan, namun mereka rentan terhadap pengaruh

globalisasi yang menumbuhkan sikap individualistik dan apatis. Pancasila harus
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menjadifondasi moral dalam membentuk kepemimpinan yang inklusif, empatik, dan
berintegritas. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan hikmat
kebijaksanaan harus diinternalisasikan melalui pendidikan formal, organisasi
kepemudaan, serta ruang digital yang produktif. Kepemimpinan berbasis Pancasila
akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga
beradab dalam menghadapi perbedaan serta bijak dalam menggunakan kebebasan
demokratis.

3) Implementasi Praksis Nilai Pancasila melalui Pendidikan dan Literasi Digital
Revitalisasi nilai Pancasila juga memerlukan langkah nyata dalam ranah pendidikan
dan literasi masyarakat. Eka Dyah Vitaloka (2025) menekankan bahwa Pancasila tidak
cukup dipahami sebagai doktrin ideologis, tetapi harus dihidupkan melalui praktik
sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis karakter menjadi kund
dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, menghargai keberagaman,
dan berperilaku etis di ruang publik digital. Literasi digital yang berlandaskan nilai
Pancasila berfungsi sebagai benteng moral terhadap penyebaran hoaks, ujaran
kebencian, serta provokasi yang dapat mengancam harmoni sosial. Dalam konteks
ini, budaya gotong royong dapat diadaptasi ke dalam bentuk kolaborasi digital
seperti gerakan sosial daring, komunitas edukatif, dan inovasi berbasis solidaritas
nasional yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Secara keseluruhan, revitalisasi nilai Pancasila di era digital harus dilakukan secara
menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan
publik yang berlandaskan etika kebangsaan, lembaga pendidikan berfungsi sebagai
agen penanaman nilai, dan masyarakat sipil menjadi pelaku utama dalam
menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan nyata. Hanya dengan cara
demikian, demokrasi Indonesia akan tetap berkeadaban, inklusif, dan berkepribadian di
tengah derasnya arus globalisasi.

Kesimpulandan Saran

Pancasilasebagai dasarideologibangsamemiliki peran yang sangat penting dalam
menopang sistem demokrasi Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi dan disrupsi
digital yang semakin cepat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan pedoman moral
yang menjaga arah kehidupan berbangsa agar tidak kehilangan jati diri. Dalam konteks
demokrasi modern, Pancasila berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan yang
dijamin oleh demokrasi tetap dijalankan dalam bingkai tanggung jawab sosial dan
keadaban publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi
Indonesia di era globalisasi meliputi krisis nilai moral, meningkatnya intoleransi sosial,
serta lemahnya internalisasi Pancasila di kalangan masyarakat. Perubahan sosial akibat
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kemajuanteknologi dan arusinformasiglobalmembawa dampak terhadap menurunnya
pemahaman masyarakat terhadap makna substansial Pancasila. Oleh sebab itu,
revitalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara menyeluruh dan
berkesinambungan agarideologibangsatidak hanya dipahamisecarakonseptual, tetapi
juga diimplementasikan dalam perilaku nyata di berbagai bidang kehidupan.

Revitalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui penguatan keadilan sosial di sektor
ekonomi digital, pembentukan kepemimpinaninklusif di kalangan generasi muda, serta
implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan literasi digital. Upaya ini harus
melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat,
dan sektor swasta. Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila harus menjadi prioritas
utama agar generasi muda memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial
di tengah pengaruh budaya global yang semakin kompleks. Selain itu, perlu adanya
sinergi antara kebijakan publik dan praktik sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai
Pancasila diterapkan dalam sistem hukum, pemerintahan, dan media sosial. Penegakan
hukum yang berkeadilan, partisipasi publik yang etis, serta penggunaan teknologi yang
bertanggung jawab merupakan bentuk konkret dari penerapan demokrasi
berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol
ideologis, tetapi juga menjadi kekuatan hidup yang menjaga harmoni sosial dan
keutuhan bangsa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat
kebijakan pendidikan berbasis nilai Pancasila sejak jenjang dasar hingga pendidikan
tinggi. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pembelajaran karakter, etika
digital, serta toleransi dalam kurikulum secara sistematis. Masyarakat dan media massa
juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarkan konten positif yang memperkuat
semangat persatuan dan keadilan sosial. Selain itu, penguatan literasi digital berbasis
Pancasila menjadi strategi penting untuk membangun ruang publik yang sehat dan
demokratis. Penggunaan media sosial hendaknya diarahkan pada kegiatan edukatif,
kolaboratif, serta pemberdayaan masyarakat. Generasi muda, sebagai pengguna utama
teknologi digital, perlu menjadi pelopor dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
perilaku sehari-hari, baik di dunia nyata maupunduniamaya.Dengan mengaktualisasikan
Pancasila secara konsisten di era globalisasi, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi
yang berkeadaban, inklusif, dan berkepribadian. Pancasila bukan hanya warisan sejarah,
tetapi juga kompas moral yang harus terus dijaga dan diperbarui agar tetap menjadi
penuntun bagi bangsalndonesia dalam menghadapi tantangan zaman.
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